BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

NOMOR oY TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala
Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD}  untuk
memperoleh persetujuan Bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang diajukan  merupakan
perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke
dalam perubahan kebijakan umum APBD serta
perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara

vang telah disepakati antara Pemerintah Daerah



Mengingat

dengan DPRD pada tanggal 9 bulan September
Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistern  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan | Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indcnesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik




10.

11.

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tshun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintahh Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republilk indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang




12.

13.

14,

15.

16.

17,

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lermmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Tugess dan  Wewenang
Gubernur  sebagai  Wakil Pemerintah  Pusat
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang lLaporan dan [Dvaluasi Penyelenggaraan
Pemcrintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);




18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

19.

20.

21.

22.

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompok an Kemampuan
Keuangan  Daerah  serta  Pelaksanaan  dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana
telah diubah dengan FPeraturan Menteri Dalam
Negert Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan,
Penganggaran  dalam .énggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran dan lLaporan  Pertanggungjawaban
Pengginaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Neg ara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
201¢  tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negarz Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114j};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Kiasifik asi, Kodehkasi, dan
Nornenklatur  Perencanasn  Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

‘ahun 2019 Nomor 1447);




23.

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Ane_garan Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan
Kepala daerah Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Peayusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2022,

Peraturan Dacrahh Nomor 07 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangean Dacvah (Lembaran Daerah

Kabupaten Dompu MNomor 07 Tahun 2021).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAY KABUPATEIN DOMPU

Menetapkan

dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

PERATUIVAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 202%.



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Dompu.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur  penyelenggara Pemerintah  Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Dompu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Dompu.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor,
dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Dompu.

Peraturan Daerah yang selanjutmiva disingkat Perda
adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama
Bupati.

Peraturan Bupati yeng selajutnya disingkat Perbup
adalan peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sehagai
pclaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat  APBD  adalah  rencana
kevangan tahunan Peoseriniahan  Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan
DPRD. vang ditetapken deng an Peraturan Daerah.
Rekening ¥as Umuin Dasrsh vang  selanjutnya
disngkat RKUD adaiah rekening tempat
penvimpanan uang deeralh vang ditentukan oleh
bupati/walikota untuk meng monng seiuruh
penerimaan  daerah  dan  membayar  seluruh
pengeluaran daerah pacia bank yang ditetapkan.
Penermaan  daerah  adalah  rencana penerimaan
daerah yang terukur secama rosiona! yang dapat
dicapai untuk setiap surnber penerimiaan daerah dan

b kan pada ketentuat peraturan perundang-



undangan, vang terdiri atas peadapatan daerah dan

pencrimadan pembiayaan daerah,

IL.Pengeluaran daerah adalah rencana pengeluaran

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

dacrah sesuai dengan kepastian tersedianya dana
afas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup
dan harus memiliki dasar huik vang mel-andasinya,
yang terdiri atas belanju daerah dan pengeluaran
pembiayaan daserah.

Pendepatan daerah adalan seruva hak daerah yang
diakui sebagai penambeh nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan  asli daerah, selanjutva  disebut PAD
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuat
dengan peraturan perandang-undangan.

Paiak daerah adalah koniribusi wajib kepada daerah
Yang terutang oleh oraug pribadi aiag baclan yang
bersifat  memaksa  bercusarican undang-undang
dengan tidak mendapatizr imbalan secara langsung
dan dipunakan untuk keverluan daerah bagi sebesar-
besarnva kemaikmuran rakvat.

Retribusi daerah adakih pembacaren vang dilakukan
olel: masyarakat kepada Jdaerah atas pelayanan yang
diternna secara langsung atau atas perizinan yang
dipereleh.

Hasil vengelolaan kekavaan daerah vang dipisahkan
adalah  penerimaan dacrah atus hasil penyertaan
modal daerah dan diuaci mienurut objek, rincian
ohjek dan sub rincian objck.

Lain Jain PAD yang sah adalah penerimaan daerah
selain pajak daerah, retribusi daerah, dan  hasil
pengelolaan kekayaar, dacrzh vang dipisalhikan serta
durinci berdasarkan objek, rincian sijek dan sub
rircian objek.

Pendapatar transier adalah dana yeng bersumber

dar1  Pemerintah  Pusal arn  Pemerintah  Daerah



laianya serta dirinci merzsut objek, rincian objek dan
Sub rincian obiek.

19. Lan-lain pendapatan daerah vang sah adalah
pendapatan  daerah  selain pendapatan asli daerah
dan pendapatan transfer.

20. Pendapatan hibah adalah bantuan yang berasal dari

pemcrintah  pusat, pemerinteh  daerah lain,

mesyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar
negeri  vang tidak mengikat  untuk menunjang
peningkatan penyelenggarasn urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD
yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan

. pengeluaran  lainnva  sesua dengan ketentuan

T peraturan  perundang-undangan diakui  sebagai

engurang ekitas yang reerupakan kewaiiban daerah
g i t

dajam 1 (satu) tahun ang garan

R i

By iy —e

22. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk
kegiataar,  sehari-hari  Pemerini::h Daerah vang
membert manfaat jangka pendek.

23.Bulania pegawai adalah  belania vang digunakan

uniuk menganggarkan kompensasi yang diberikan

kepada  Kepala Daecrahy, wakii Kepala Daerah,
pimpinan dan angpota PR, serta pegawai ASN dan

1)

citetepkan  sesusi  dengan ketsatuan  peraturan

perundang-undangar.
24. Belanja  barang dan  jasa adalah  belanja  yang
digunakan  untuk inenganzgarkan pengadaan

barang/jasa yang nilai manfaatiiya kurang dari 12

(clua belas) bulan. termasuk barang/jasa vang akan
diserahkan atau dijua: kepada masyarakai/pihak
ketiga/pthak  Lain dalarn rangka melaksanaken
prograrn dan kegiatan Pemerintaban Daerah guna
peacapaioan sasaren priattas daerah yang tercantumn

daiany RPJIMD nada SKFD terkair..




25. Belanja hibah adalah berupa uang, barang, atau jasa
dapat dianggarkan dzlam APBD sesuai dengan

kemampuan kevangan daerah setelah

memprioritaskan pemeﬁuh&n belanja  urusan
pemerintahan  wajib da.x:1 urusan pemerintahan
pithz in,  kecunli ditentul;um lzin sesuai dengan
ketentuan peraturan pemm‘dang -undangan.

26. Belanja  bantuan sosial adalah belanja yang

digunakan untuk mengan ggarkan pemberian bantuan
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
mesyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya résiko sosial, kecuali dalam

keadaan tertentu dapat beikelanjutan, yaitu bahwa

. ‘ bantuan sosial dapat diberikan sstiap tahun anggaran
g sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko
’ sosial.

27. Belanja modal adalah belanja yang diganakan untuk
mengan ggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam

‘ rangka pengadaan asct tetap dan aset lainnya.

K 28. Belanja tidak terduga acialah pengehaaran untuk

keadaan darurat termasik keperluan mendesak yang

tidak dapat dipredik:si schelumnya serta
cencgrmbalian atas  kelebihan  pembayaran atas

i peneritaaan daeraly tahun {ahun sebekunnya.

29, Belanja transfer adalah  pengeluaran nang  dari
Pererintah Daerah  kepada  Pemerintah  Daerah
lainnya danj/atau dart Pemerintah Daerah kepada
remerninteth desa.

30. Belanja bagi hasil edalali Delanja vang digunakan

.

untuk mengang garkan tagi hasil yang bersumber dari
pendapatan pajak  dacrah  provinsi  kepada
kabupaten/kota dan pendapatan pajak daerah dan
ref st dacrah kabupaten/kota kcpada
perrerutzhan desa. |

31. Belanja bancuian keuangan adalah belanja  yang

dianggarkan sesuai dengan kemaunpuan kenangan




i

daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja

urusan pemerintab an | waiib dan urusan

pemierintzhan  pilihan sertu alkas? belanja  yang :
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, ]

sesuai dengan ketentuan

i
1

kecuali ditentukan lain

i
peraturan perundang-undangan.
b

32. Surplus dan defisit adalah% selisih antara pendapatan
daerah dengan mxgg{aran belanja daerah %
b ' m engakibatkan terjadinya éux‘plus atau defisit APBD.
g ' 33. Pembiayaan daerah ada}al} sernua penerimaan yvang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun angg aran beri kutnya.
34. Penerimaan pembiayaan adalah semua venerimmaan
. ” yang periu dibayar kcmba}i,; baik pada tahun anggaran
| vang bersangk utan matjxpun pada tahun-tahun
auggaran berikutnya. : i:
35. Sisa Lebih Perhitungan Anigg' ‘an Tahun Sebelumnya

i
] Anggaran yang sclargiut::x‘_?a disebut SILPA adalah
| selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
)

‘f’ anggaran selama 1 (satu) pf;:x'iodc anggaran

; . . i
36. Fergeiuaran  pembiayaarn %adalah pengeluaran yang
4 akan diterima kembali baik pada tahun angg aran

i
yang bersanglkutan maupun  paudsn  tehun-tahun

. g
anggaran benk utnya, |

37. Pemberian pinjaman daeraéh adalah pinjaman daerah
. . 1 . »
yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah

i
dacrah lainnya, BUMN, BUMD, diwz/atau masy/arakat.

Anggaran Peadapatan dan E’elar.e}a Dacrah Tahun Anggaran
2022 sermula sebesar Rpl.140.961.8305.049,00 bertambah
sebesat' Rp85.791.069.454,C ’xi,j) sehingga menjadi

Rpl.236.772.874.502,00 dengun rinciam sebagai berikut ¢

1. Perxiupatan daerah (
a, Senula Rpi‘15212.96’;.31].630,00
i
b. Bertambah pri.?l()?’l.f?()?).?i?:5,00

§




e

Jumish  pendapatan dacrah  setelah perubahan
Rpi.165.034.020.856,()0 ‘

2. Belanja dacrah ;
a. Semula Rp1L140.981.805.049,00
b. Bertambah Rp82, 482.953.019,00
Jurnlah  belanja daerg;h setelah perubahan
Rpl.22 3.464.758.068,00 '

3. Pem biayvaan daerah ]

a. Penerimaan pembiavaan)
4l

1} Semula Rp28,019.493.419,00
i
2) Bertambah Rp43.719.360.228,00
Jumlah pencrimaan || pembiayaan setelah

]
perubahan Rp71.738.85$.647’,00

b. Pengeluaran pembiayaan
Wl

1) Semula Rp0,00
2) Betambah Rpm;#{)&nﬁ.c;ss,oo

Jumlah pcngelua.rmf; pembiayaan setelah
perubahan Rpl&SO&!!ﬁiéS 5,00
Jumalah  pembiayaan netto setelah perubahan
RF8430737212
Sisa lebih pembiayazn anég aran serelah perubahan
Rp1),00 g ]!
'
Pd&dlé

sebagaimana dimaksud

Anggaran pendapatan  daerali.
dalam pasal 2, bersumber dari : !

a. Pendanatan asli daerah i

1) Seraula Rp78.212.171.160,00
2} Be rtambah Rp30.175.493.351,00

Jumiath pendapatan  asli ﬁaerah setelah perubahan
Rpl108.387.664.531,006 l

b. Pendapatan transfer

1) Semula RplLOG7.034.985.452,00
2) Rertambah Y22, 7R8.088.630,00

» w
Jumial:  pendapatan  transfer  setelah  perubahan

Rpl.02¢.823.974.082,00

I
f

i




4
¢. Lain-lain pendapatan (‘iac:rali vang sah
1) Semula R;)Z??.:I'JZIS.].S@Q98,00
2) Berkurang Rp(892.772.755,00)
Jurrizh laindain pendape ta'h daerah yang sah setelah
perubahan Rp26.822,382. 2,‘43 00
'Pa.eai

l

4
(1) Pendapatan asli daerah seha‘%lralmana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a bersumber d fi

a. Pajak daerah J
1) S emula Rpl2. 1:77 405.700,00
2) Bertambah Rp3 *F 869.300,00
Jumlah Pajak daera‘h setelah perubahan
Rpl5.227.275.000,00
b. FRetribusi daerah Jv
1) Semula Rp4. :z'm 190.000,00
2] Beriambah Rple@ ]6 Z2.G00,00
Jumiah  Retrbusi dac;}ti}h sctdah perbalan
Rp4.609.802.000,00 {

c. Hasil pengelolaan kekavaan daerah yang dipisahkan
t

1) Semula R_p;.lefﬁ';393.01o,oo
2\ Bertzumbah Rpb 4#&{.894.666,00

kekayaan daerah yang

Jumlah Hasil pengelo!aeug;x
n Rp7.826.287.676,00

dipisahkan setelah perubafi
d. Lain-lain pendapatan ash ua'> rah yang sah
1) Semula Rp60. l8’% 182.470,00
2} Bertambah Rpi!().fl%f%].} 17.385,00

Jumnlah lain-lain pendapa?;m asli daerah vang sah
7

seteleh perubahan Rp80.7:24.299 855,00
!‘
(2) Pendapatan transfer sebagﬁiman.a dimaksud dalam
pasal 3 huruf b, bersurmn ber d‘é',ri :
a. Pendapatan transfer pe rneri;m'ah pusal
1} Sennula Rop st »0 56.1429.154,00
2] Bertambah Rp22.758.988.630,00
Jumlah Pendapatan  tre w[:,fu pemerintah  pusat
seielah perubahan Rph74.- M 5.417.814,00




b. Pendepata n transfer antar {q’aerah
‘ it

1) Semula Rp! S’S.:?78.556.2€58,00
2) Bertambah Rp0,0b

Jumlah Pendapatan tr?hsfer pemerintah daerah

setelah perubahan Ry 55.38.556.268,00
Il
(3) Lain-lain pendapatan dacra!:“»

. - I .
dimaksud dalam Pasal 3 hwruf ¢, bersumber dari:

vang sah sebagaimana

] . a. Pendapatan hibah
1) Sernula R];)l(),jE
2} Bertambah Rp0,00
Jumlalhh pendapatan H{Eah setelah perubahan
Rpl0.062.354.998,00

s
b. Lain-inin pendapatan sem.i dengan Ketentuan

.354.998,00

f
peraturan perundang-un igan

., | 1 Semula Rpl7.652.800.000,00
b
2) Berkurang Rp(8 11.772.755,00)

. . B,
Jumlah  lain-lain mnc‘ls_tgatan sesuai  dengan
i

i

ketentuan peraturan pergndang-undiangan  setelah
perubal an Rp16.760.027.235,00

to=

; Pasal §
|

. o e .
Anggaran belania daerah se:'c:z}v'gmnana dimaksud dalam
i

i

pasal 2, terdiri atas : z
|

w a. Belanja operasional;

1 Serriula Rpm(?f;«fé.sm.sw,oo

; 2) Bertatnbah Rp62.2%7.540.104,00

‘ | Jumlan belanja op::m.s%n nal  setelah  perubahan
. | Rp872.704.1.8.646,00 |§

“ b. Belanja modal; $E

, ' 1) Semula szg-a.lﬁ»*x'or/'so.z537,00

i 5 | 2) Bertambah Rp26.287.187.765,00

5! Juralah belanja umdj Ul setelahh  perubahan

z ' R 1220.767.968.122,00 1

c. Relania tidak terduga; i

1) Semula Rp10.5§0.000.000,00

2) Berkurang Rp(Bﬂ‘OO .000.000,00)




Jurnlah  belanja tidak tlex\dug‘a setelah  perubahan
Rp2.500.008.000,00

d. Belanja transfer. ’
1) Semula Rpl25,534.451.170,00
2} Bertambah RpLQF .225.130,00
Jumlah  belanja transfcr  setelah  perubahan
Rpi27.492.676.300,00

|

P:asa‘i‘ H

i

(1) Belanjs operasional sebagair J{ana dimaksud dalam Pasal
5 huruf o, terdiri atas: 1
a. Belainja pegawai 1

1} Semula Rp45%40.256.697,00

|
2) Berkurang Rp(15.816.825.95.5,00)

Jumlah  Belanja ‘sz

; vai  setelah  perubahan
Rp439.823.430.742,00 ! '
i

b, Belunja barang dan jasa !
) Scmulda Rp'314 1916.306.845,00

2} Bertarnbah Rp64.‘5; 04.538.059,00

Jumilah Belanja Barang dd?t’l Jasa sertelah perubahan

Rpi70.120.844.904,00 |

c¢. Ficlania hibah ‘.}
1) Semula Rp32. 71'7 510.000,00

2y Rertambah R 06. 7'{ Q 828.000,00

Jumlah Belanja Lt ah setelah  perubahan
Rp29.497.338.000,00 ff

i

d. Belani2 bantuan sosial

1} Semula Rp/ 2?,% 500.000,00
2j Bertambah 7.050.000.000,00

Jumleh Belanja banoian
Rpi4.0262.500.000,00 ”,

(2) Belanja m wial sebgasinana dimdsud dalam pasal 5

}r wsial setelah perubahan

huruf b, terdiri atas : @
a. Belanja modal tanah ‘;
1) Semula Rpl. 080 000.000,00

I

2} Bertanibah Re;,-{),U(l)




et AV,

gt K

i a4

Jumlah Belanja modal ?'lténa’n setelah  perubahan

2pi.060.000.000,00 ¥
b. Belanja modal peralatan dgn mesin

1) Semula Rp32.425.611.088,00

2} Bertambah Rp6.8381.180.771,00

Jurmlah Belanja modal nﬁmlaum dan mesin setelah
perubahan Rp39.306.791.859,00
c. Pelania modal bangunan «:fa.n gedung
1} Semula Rp4L( ”ln 198.760,00
2) Eertambah Rp7. 01'13 832.161,00
Jumiah Relanja modal baugunan dan gedung setelah
perubshan Rp48.987.030. d 21,00
d. Belanja modal jalan, Jarmgslm dan irigasi
1} Semula Rp) 18 R34.770.489,00
2} Bertambah Rpl().SSO‘Q?S.SSB?OO
Jumlah Belanja modal ja’km, jaringan, dan irigasi
setelal: perubahan Rpl29. 4] 5.694.342,00
e. Rdania modal aset tetap lainnya
1) Semula Rol G43220300000
2} Bertambah hD739 l’l‘)] 000,00
Jurah  Belanja modal aset tctap lainnysa  setelah
perubzhan Rpl.788.45: IOQ 3,

f.  Felania moclal aset lainnya

3 Slemula Rpd,¢d
4} Bertambah Rpl80.0 00.000,00

Jurlah  Belanja  modal] |aset lainnya  setelah
perubzian Rpl80.000.( )O-’“" Q0
(3) Belanja tidak terduga seh ag q1imana dimaksud dalam

pasal 5 huraf ¢, terdiri atas bf anja tidak terduga, yaitu:

a Semula Rpmﬁ‘J.).ooo,ooo,oo
b. Berkurang Ro(8.000000.001,00)

|
Jumlah belanja  tidal: te:Liil.lga setelah perubahan

Rp2.500.000.000,00. ‘
(4) Beiinga transfer scbagaimari%ﬂdimaksud dalam pasal 5
huruld, terdiri atas: |
a. Belan ja bagi hasil

|
:
11 Bemula Rpl.é’x?I 759.570,00




(1)

@)

I
|

| | 1y
2} RBertambah Pxxu.l'.b481'%0 ¢o

ooy .
Jumlaly dAdgh bag i [hjml setelah perubahan
Rp1.083.770,00 1
b. Balanju baaikeuan; va n‘ J' |

1) Semula pizd [8' 72.691.600,00
2! B ertambhah Rpl.hS‘; 277.000.00
|
Jumidn Ralnja banwa | J an kcuangan setelah
perubahan Rp 125.508‘965‘{ ,
I
Pmsail'

) __T“

Anggaran pernbiayaan daer: sebagaimana dimaksud

dalar Pasal 2, terdiri atas:

. |

a. Penerimaan Pembiavaan {
1) Semula Rp'z&(}' 9.493.419,00
2) Bertambah Rn4:3.719.360.228,00

Jumlah penerimaan pemb:i:a vaen setelah perubahan
Rp71.738.553.647,00 ,

b. Pengeluiarai pcxnbxay 4
1} Semula V
Zi Bertambakh Rp'm'r 211643500
Jumlah pengeluaran i)t,"ﬂbi[la\’adn setelah perubahan
R013.20)2.116.435,00. L'.‘

u

Past 11 &’

Pen«rimann nembayaan qeme wimana dm als ud dalam

Passl 7 huruf a, terdiri atas : |

Sisa lehih perhitungan ang g'rz in tahun sebelumnya

1) Sem.ula Rp28, 619 493.419,00
2) Beriamban Rp43d / 39.360."28
Jumlah sisa lebih Hnungdn anggaran tahun

sebeluniiya s etelah perubal ud Rp71.738.853.647,00

Pengeluiaran pembiayasin s..e,bdeax nana dimaksud dalam
pasal 7 huraf' b, terdiri atas : i
Penvestaan modal pemer:: at’ﬂ‘x daerah
1) Semula RpO, 07.

2) Bertembrah Rpid.06.116.435,00




i
|

Juralah penyert aan modial ;{}“r%ﬁmex‘irzuii'a daerah setelah
1
perubahan Rpl13.308.1 16.435,00

;
i
o
1

Pasal 19
(1) Dalam  keadaan damrz{i‘l‘{ termasuk  keperluan
mendesak, Pemerintah L)‘a erah dapat melakukan
pengeluaran  yang belu “

tersedia anggarannya

dan/atau pengeluaran meletihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan dam'a!}"; ini, yang selanjutnya
1an anggaran pendapatan

g
zlupe}:en Dompu Tahun

dimasukan dalam peruba

TR LA LT T

dan belanja daerah X4

Anggaran 2022, dengan tam cora sesual dengan cara

terlebih.  dahulu melakukgﬁ perubahan peraturan

]
kepala daerah tentang Pen"ti@baran Perubahan APBD,

. ’ dan pemberitahuan képada Pimpinan DPRD

selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi

oy

; ' Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputn

a. Bencana alam, bencanaﬁ“; on-alam, bencana sosial
¥ dan /atau kejakan fuarbasa;
¥ oL

b. Pilek sanaan operési pr ucanan dan pertobngan;

dan/atau ok

c. Kerusakan  sarana/pasarana  yang  dapat

i .
rengganggu kegiatan p’a:-la’jyanan p blik.
(3) Keperluan mendesak seba]‘,gaimana dimaksud pada

ayat {1} meliputi: it

a.  HKebutizhan daerah dalsm rangka pelayanan dasar

mes varakat yang ma;gfigénraﬂnga belum tersedia

.
dalarn tahun angg aran ilg;:thjal::f;n;
"l : b. Belanja dacrah yang me‘fat mengikat dan belanja ‘

¢. Pergelvaran daervakb

Y2
Pemerintely Daerzh {iflh‘ tidak dapat diprediksi

1‘

seb e lumnya, serta amzlnqt peraturan perundang-

yvang bersifat wajiby,

ng berada diluar kendali

andangan; dan/atau
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d. Pengeluaran daerzh lamnyd yang apabila ditunda

akan menimbulkan keria gxan yang icbih besar bagi

i

Pererintah Daeral daﬂ/titau masyarakat.

Pasal ‘if
1

Uraizan ‘'ebih lanjut Anggaran T’end.xpatan dan Belanja

Daerah sebagairnana dvmakc;uu daiam pasal 2, tercantum

dalam Lzmpiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahltan dart Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.

Lampiran |

Lampiran Il

Lampiran il

Lampiran IV

Lampiran V

Larnpira n VI

Lampiran VIl

N
Ringksasan  Perubahan APBD yang
diklasifikasi

. Ui ) .
Jenis  Pendapatan, Belanja, dan

jmenurut Kelompok dan

Pembiayaan;
Ringkasan 'l‘.“‘,Pembahan APBD yang
diklasiﬁkasi‘aj‘:f menurut Urusan
Pemerinmhén Daerah dan Organisasi;

Rincian Ieubahzm APBD menurut

Urusen “ Yemerintahan Dacrah,
Organisasi, y ij’ooram Kegiatan, Sub
Kegiatan, jJ Kelompok, Jenis
P‘endaymﬁm?I RBelanja, dan

Perabm Ma's.tL

hekupuu,las“ Perubshan  Belanja

IMenur MU ruasan Pemerintahan
f

Daersl. | [Urganisasi, Program,

Kegiatan sserta Hasil dan  Sub
Ke,aiat an JBf;sr;:rta Ketwaran;
Rekapituilasi| Perubahan  Belanja

i
pDacran  uduk Keselarasan dan

Bl

Keterpaduan| Urusan  Pemerintah
§

Daerah dam | Fungsi dalam Kerangka
Pengelola: J“l‘j Ceuatipan Negara,
Perubatian Belanja
rdan SPEN;
Pug cam pada RPJIMD

wuhano APELY

. ]
Qekap;a;ulas;j- |
untuk Peme

Qin krenisast
|

Daerah Per




ey

8. Lampiran VIII Sinkronisa:%ﬁ Program, Kegiatan dan

Sub Kegiat%i‘n pada Perubahan RKPD

dan Perﬁ]bahan PPAS  dengan

Peraturan Dacrah tentang Perubahan

APBD; i

9. LampiranlX Sinkronisas}jii; Program Prioritas
Nasional c;}l;ng m  Program Prioritas
Dacrah;

10. Lampiran X Daftar Jun{.:) . Pegawai per Golongan

dan per Jaﬁétan;
11. Lampiran XI  Daftar Piu pg Daeraby;
12. Lampiran XII Daftar Peny}i:rtaan Modal Daerah dan

4

Invest asi Djl rah Lainnya,

13. Lampiran XIII Daflar Perkiraan Penambahan dan
Pengurang@” Aset Tetap Daerah dan
Aset La'ln&J}L ;

?
14, Lampiran XV Daftar Sub|
!

egiatan Tahun Anggaran

Sebelu mny: ivang Beluin Diselesaikan

dan di Ang

Tahun Anggaran yang Direncanakan;

it
15. Lampiran XV Daftar Dan ‘ICadangan; dan
|

16. Lampiran XVl Daftar Ping Tew Daerah

\'i!

Pasalil

sarkan Kembali Dalam

Bupati menetapkan Pemtumn.!iil upati tentang Penjabaran

g.w.;,-‘

Perubahan Anggarzn Pz:ndaplf tan dan Belanja Daerah
. . i
selag ai landasan opevasional g laksanaan APBD.

|

Pasal ?'7

Peraturer: deerah ini mulay berlaku pada tanggal

diundangkan.




pengundangan

Dompu

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 43 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KARBUPATEN D

.y
o
V4

GATOT GU AN P PUTRA

Agar sctiap orang wmeagetahuinya,
Peratu

penempatannya dalam

rnemerintahkan
Daerah ini dengan

Lembaran Daerah Kabupaten

itetgpkan di Dompu
Peda langgal 23 Oktober 2022

BUPATI DOMPU,
L i \\
w,

rd 4.,
H. r%i ggmrﬁfm

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2122 NOMUR 04

NOREG 61 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIOMFU, PRUVINSI NUSA

TENGGARA BARAT TAHUN 2022



